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Abstract 

This paper is about the management of marine and fisheries sector levies on raising of local rev-

enues in Majene district and the factors that affect the management of marine and fisheries 

sector retribution in increasing revenues in Majene district. This research is descriptive analysis 

is the directed research to illustrate the fact with the right arguments. Based on the research 

that the management retribution marine and fisheries sector has been quite good but unopti-

mal, it can be seen from the retribution reception each year, especially in the last 5 years in-

creased but the contribution retribution business license of marine and fisheries to local revenue 

(PAD) tends to be unstable. The procedures for the management of marine and fisheries sector 

levies include management of marine and fisheries sector, factors that affect the management 

of marine and fishery sector includes the factors inhibiting and supporting factors. 
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Abstrak 

Tulisan ini mengenai pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pening-

katan pendapatan asli daerah di kabupaten Majene dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan dalam peningkatan pendapatan asli dae-

rah di kabupaten majene. Penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian diarahkan un-

tuk menggambarkan fakta dengan argumen yang tepat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa 

pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan sudah cukup baik tetapi belum optimal, 

dapat dilihat dari penerimaan retribusi tiap tahunnya terutama dalam 5 tahun terakhir yang 

meningkat tetapi kontribusi retribusi izin usaha kelautan dan perikanan terhadap pendapatan 

asli daerah (PAD) cenderung tidak stabil. Adapun tata cara pengelolaan retribusi sektor kelau-

tan dan perikanan antara lain pengelolaan sector kelautan dan perikanan, Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengelolaan sektor kelautan dan perikanan meliputi factor penghambat dan 

factor pendukung. 

Kata kunci: retribusi, kelautan, perikanan 

 

PENDAHULUAN 

 

Indonesia adalah Negara kepulauan yang 

memiliki banyak potensi sumber daya alam. 

Salah satu sumber daya alamnya yang melim-

pah adalah sektor kelautan dan perikanan. 

Potensi sebesar ini harus bias di manfaatkan 

seoptimal mungkin dengan melaksanakan 

program–program pengembangan yang ber-

tujuan untuk mengangkat kesejahteraan 

masyarakat serta ikut menyumbang dalam 

retribusi guna kemajuan daerah bahkan 

negara ke depannya. 
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang pemerintahan daerah menyebutkan 

bahwa setiap pemerintah daerah diberi 

kewenangan yang luas dalam menyeleng-

garakan semua urusan pemerintahan mulai 

dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, 

pengendalian, dan evaluasi kecuali kewe-

nangan bidang politik luar negeri, pertahanan 

keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama, 

dan kewenangan lain yang ditetapkan pera-

turan pemerintah. 

Konsekuensi dari kewenangan otonomi 

yang luas, setiap pemerintah daerah mem-

punyai kewajiban untuk meningkatkan pela-

yanan dan kesejahteraan masyarakat secara 

demokratis, adil, merata, dan berkesinam-

bungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila 

pemerintah daerah mampu mengelola po-

tensi daerah yaitu potensi sumberdaya alam, 

sumber daya manusia, dan potensi sumber 

daya keuangannya secara optimal. 

Demi mancapai hal tersebut, maka daerah 

diberi hak dan kewenangan untuk menggali 

sumber-sumber pendapatan daerahnya sen-

diri agar mampu untuk membiayai penye-

lenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

di daearah. Sebagaimana yang telah tercan-

tum dalam Undangundang Nomor 32 Tahun 

2004 pada Bab ke-VIII tentang keuangan dae-

rah, diketahui bahwa salah satu sumber ang-

garan pendapatan dan belanja daerah (APBD) 

adalah pendapatan asli daerah (PAD), dimana 

dalam PAD terdapat pajak daerah dan retri-

busi daerah. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam pemeca-

han permasalahan analisis yaitu penelitian-

diarahkan untuk menggambarkan fakta de-

ngan argumen yang tepat. Metode-metode 

yang digunakan dalam penyelesaian pene-

litian dituliskan di bagian ini. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengelolaan yang dimaksud pada pene-

litian ini adalah tentang bagaimana pengel-

olaan dalam artian pelaksanaan dan penga-

wasan dari retribusi sektor keluatan dan peri-

kanan di Kabupaten Majene, adapun dalam 

membahas masalah tentang bagaimana pe-

laksanaan dan pengawasan dari retribusi 

dapat dilihat dari apa-apa yang akan dil-

akukan oleh dinas kelautan dan perikanan 

dalam memungut retribusi berdasarkan 

dengan aturan yang telah berlaku dengan 

mempertimbankan potensi yang dimilki. 

Membahas masalah pengelolaan sektor ke-

lautan dan perikanan tidak terlepas dari em-

pat variable yakni; perencanaan, pengorgan-

isasian, pelaksanaan, dan tahap pengawasan. 

Dalam mengelolah sebuah sector pendapatan 

dalam lingkup retribusi setiap pemerintah 

daerah harus memiliki perencanaan mulai 

dari apa yang akan dilakukan sampai target 

maupun realisasi pendapatan dari hasil retri-

busi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

kepala dinas kelautan dan perikanan Kabu-

paten Majene bahwa Pada perencanaan 

penentuan target anggaran retribusi sektor 

kelautan dan perikanan, terdapat langkah 

berupa Seksi Izin usaha kelautan dan peri-

kanan bersama Kepala Dinas mengajukan 

usulan target anggaran kepada DISPENDA 

(Dinas Pendapatan Daerah), kemudian usulan 

tersebut diserahkan ke DPRD Kabupaten 

Majene untuk dimusyawarahkan oleh para 

anggota DPRD Kabupaten Majene. Setelah 

mencapai kesepakatan barulah target yang 

telah disetujui dapatdirealisasikan”.(Wawan 

cara 7 april 2016) 

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh 

Kepala dinas kelautan dan perikanan dapat 

ditarik kesimpulan bahwa peran dari Dinas 

kelautan dan perikanan Kabupaten Majene 

ialah membuat target pendapatan sesuai 

dengan potensi dan melihat aturan yang te-

lah ditetapkan, dari hasil perencanaan target 

kemudian disosialisasikan pada Dinas Penda-
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patan Daerah kemudian diserahkan kepada 

DPRD untuk dirapatkan. 

Dalam proses pelaksanaan retribusi sector 

kelautan dan perikanan yang terkait dengan 

proses melaksanakan suatu program maupun 

keputusan-keputusan, baik berupa keputusan 

dari atas maupun keputusan yang diambil 

bersama guna dilaksanakan dalam rangka 

mencapai sasaran/tujuan. Pelaksanaan yang 

dilakukan Dinas kelautan dan perikanan ka-

bupaten Majene khususnya yang menangani 

bidang pengelolaan retribusi usaha kelautan 

dan perikanan meliputi pelaksanaan pemu-

ngutan retribusi siapa yang memebuatkan 

izin retribusi sampai pada pemungutan retri-

busi serta menganalisis indikator yang ter-

dapat dalam pelaksanaan dengan tujuan un-

tuk mengetahui pengelolaan yang dilakukan 

oleh aparat apakah sudah sesuai dengan per-

aturan yang telah ditetapkan atau 

belum.  

Adapun pemaparan dari penulis tentang 

pelaksanaan retribusi sektor kelautan dan 

perikanan antara lain: a) Proses pembuatan 

surat izin Tahap pelaksanaan yang dimak-

sudkan dalam hal ini adalah bagaimana 

pelaksanaan pembuatan surat izin ini, hal ini 

juga beruhubungan langsung tentang bagai-

mana peran aparat pelaksanana dalam men-

jalankan tugasnya dan bagaimana kesadaran 

masyarakat dalam melaksanakan kewaji-

bannya sebagai warga negara yang mengaha-

ruskan untuk membuat suatu surat izin apa-

bila akan menjalankan suatu usaha terlebih 

pada sektor kelautan dan perikanan di kabu-

paten Majene. 

Adapun surat perizinan menurut kepala 

seksi perizinan usaha kelautan dan perikanan 

bahwa Kami selaku yang membidangi surat 

perizinan usaha kelautan dan perikanan 

membuatkan surat bagi yang memunyai 

usaha yang berkaian dengan kelautan dan 

perikanan. 

Perizinan tersebut kami bagi atas dua; per-

tama, Pembuatan surat izin bagi yang baru 

membuat surat izin usaha. Kedua, perpanjan-

gan surat izin bagi yang sudah memiliki 

surat izin usaha dan masa berlakunya sudah 

habis, Ketiga apabila melakukan perubahan 

atau menambah mauatan kapal hendak juga 

melakukan perubahan surat izin. Bagi yang 

baru membuat surat izin harus membawa 

persyaratan yang telah ditetapkan, jika hal itu 

tidak dipenuhi maka kami tidak akan mem-

buatkan surat izin. 

Pembuatan surat izin dikelolah langsung 

oleh seksi perizinan usaha kelautan dan peri-

kanan adapun masyarakat yang ingin me-

ngambil surat izin usaha tersebut hendak 

memenuhi syarat yang telah diberlakukan, 

jenis surat izin pun terbagi diantaranya pem-

buatan surat izin bagi yang baru akan 

mengambil surat izin dan harus memenuhi 

prosedur, kedua bagi pengusaha yang akan 

melakukan perpanjangan hendak membawa 

bukti surat izinnya. Perpanjangan juga bukan 

hanya untuk yang habis masa berlakunya 

tetapi bagi yang mempunyai usaha dan 

merubah atau menambah jumlah hendak 

melaporkandan memperbaharui surat izin. b) 
Proses pemungutan retribusi dimana  pelak-

sanaan pemungutan retribusi sektor kelautan 

dan periakanan merupakan hal utama dalam 

pengelolaan sektor kelautan dan perikanan. 

Hal ini dikarenakan dalam pemungutan retri-

busi terdapat proses bagaimana hasil retri-

busi yang berasal dar-sektor kelautan dan 

perikanan itu terkum-pul oleh petugas 

pemungut retribusi sehingga hasil pemungu-

tan tersebut menjadi salah satu sumber pen-

dapatan bagi kas daerah yang digunakan un-

tuk membiayaan pembangunan dan pem-

biayaan lainnya yang ada di daerah khusus di 

Kabupaten Majene. 

Retribusi sektor kelautan dan perikanan 

merupakan sumber pemasukan keuangan 

daerah, maka pemungutannya pun perlu dia-

tur agar dapat dikelola secara intensif. 

Pengelolaan dan pemungutan yang intensif 

diharapkan memberikan hasil yang maksimal 

sehingga dapat mengisi kas daerah yang su-
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dah ditargetkan dalam anggaran. Adapun 

hasil wawancara dengan bendahara pengel-

olah retribusi surat izin usaha kelautan dan 

perikanan: “Jadi mekasnisme pemungutan 

itu, para pengusaha atau yang sedang men-

gurus surat izin retribusi langsung membayar 

kesaya sesuai dengan jumlah yang ada pada 

berkas. Misalnya berapa apa jenis alat 

tangkap yang ia gunakan dikalikan dengan 

jumlah GT kapal yang dimilki, kemudian se-

bagai tanda jadinya ialah saya memberikan 

kuitansi sebagai bukti pembayaran.”(Wa-

wancara 4 april 2016). Adapun hasil wa-

wancara diatas menunjukkan bahwa dari pola 

retribusi itu tata cara pemugutan langsung 

pada saat dilakukan pembuatan maka pem-

buat izin usaha kelautan dan perikanan 

secara langsung membayar ke bendahara 

pengelolah retribusi, cara pembayarannya 

pun dilakukan ditempat dengan men-

jumlahkan alat tangkap yang ia gunakan 

dengan berapa jumlah ukuran kapal. Se-

dangkan yang menjadi bukti pembayaran 

berupa kuitansi. c) Pengawasan retribusi 

sektor kelautan dan perikanan, bagian yang 

terpenting dari pengawasan terkait dengan 

siapa yang mengawasi, hal ini ditunjukan 

dengan bagamana kualitas orang yang me-

ngawasi. Terkait masalah pengawasan ten-

tunya pimpinan dalam suatu lembaga atau-

puninstansi sangat berperan penting dalam 

mengawasi bawahannya agar bekerja sesuai 

dengan standar operasional yang telah 

diberlakukan. 

Adapun terkait masalah pengawasan yang 

dilakukan aparat dinas biasanya dalam pem-

buatan surat izin tersebut biasanya turun 

langsung kelapangan untuk meninjau apakah 

usaha yang dilakukan oleh pembuat surat izin 

memang sesuai dengan apa yang mereka 

laporkan. Akan tetapi pengawasan langsung 

ini sangat sulit untuk dilakukan secara rutin 

karena sumber daya manusia pada dinas 

kelautan dan perikanan terutama pada bi-

dang penyuluhan kurang memadai. Wa-

wancara dengan staf dinas kelautan dan peri-

kanan: “Hal yang paling mempengaruhi pada 

dinas kelautan dan perikanan adalah ku-

rangnya sumber daya. Hal ini menyebabkan 

kurangnya pengawasan langsung dilapangan. 

Baik itu terhadap berapa jumlah armada 

kelautan dan perikanan dilapangan kami 

masih sangat sulit untuk memantau langsung 

perkembangannya”. (Wawancara 7 April 

2016). Adapun kesimpulan yang didapat di-

tarik dari hasil wawancara adalah jenis retri-

busi yang dihasilkan oleh sektor kelautan dan 

perikanan di dapat dari hasil pembuatan su-

rat izin usaha kelautan dan perikanan, yang 

diawasi langsung oleh kepala dinas kelutan 

dan perikanan. Yang melakukan pemungutan 

adalah bendahara perizinan usaha kelautan 

dan perikanan yang dipilih langsung oleh 

kepala dinas.  

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

Retribusi Sektor Kelautan dan Perikanan di 

Kabupaten Majene meliputi Pembuatan surat 

izin usaha kelautan dan perikanan anatara 

lain: a) Komunikasi merupakan faktor pen-

dorong yang utama dalam pegimplementa-

sian suatu kebijakan, apabila komunikasi tid-

ak berjalan secara maksimal maka kebijakan 

yang telah ditetapkan tidak akan berhasil. 

Faktor komunikasi yang dimaksudkan penulis 

adalah kurangnya sosialisasi yang dlakukan 

baik itu pemahaman kebijakan untuk para 

pelaksana kebijakan nantinya, hal ini sangat 

diperlukan untuk memaksimalkan berjalan-

nya suatu kebijakan. Apabila para imple-

mentor kebijakan tidak memahami secara 

fasih dengan apa maksud dan tujuan dari ke-

bijakan yang dibuat maka akan menyebabkan 

penyimpanganpenyimpangan. Wawancara 

yang dilakukan dengan kepala seksi perizinan 

usaha kelautan dan perikanan “Dari pihak 

dinas kelautan dan perikanan sudah mela-

kukan sosialisasi terkait masalah peraturan 

daerah nomor 18 tahun 2014 tentang izin 

usaha kelautan dan perikanan, kami biasanya 

melakukan sosialisasi dua tahun sekali”. 

(Wawancara 4 April 2016).  



Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 7, Nomor 2, Juli 2014 

125 

 

Pendapat diatas mengatakan bahwa pelak-

sana kebijakan atau para implementor ke-

bijakan yakni pegawai dinas kelautan dan 

perikanan telah melakukan sosialisasi untuk 

memberikan pemahaman kepada masyarakat 

agar mengurus surat izin dalam rangka untuk 

mencegah hal-hal yang dapat merugikan 

usaha kelautan dan perikanan yang masyara-

kat miliki. b) Partisipasi masyarakat di Kabu-

paten Majene adalah hal yang menjadi faktor 

pendukung dari pelaksanaan pumbuatan su-

rat izin usaha kelautan dan perikanan, hal ini 

yang harus di apresiasi dan dipertahankan. 

Adapun hasil wawancara dengan salah 

seorang masyarakat  “Kalau pemerintah su-

dah menyuruh kita untuk membuat surat izin 

berarti itu hal yang harus kami lakukan kare-

na itu pasti adalah suatu kewajiban, dan 

takutnya jika tidak membuat maka akan 

mempengaruhi atau membahayakan bagi 

usaha kami”. (wawancara 6 april 2016) 

Dari hasil wawancara penulis dapat me-

nyimpulkan bahwa masyarakat di Kabupaten 

Majene tingkat kesadaran dalam melihat 

kewajibannya sebagai warga negara sudah 

baik dikarenakan mereka sudah memahami 

segala urusan administrasi yang harus di-

penuhi.  

 Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

pemungutan retribusi izin usaha kelautan dan 

perikanan yaitu regulasi (aturan), Pada wila-

yah pelaksanaan pemugutan retribusi surat 

izin usaha kelautan dan perikanan yang men-

jadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

pemungutan ialah berkaitan dengan regulasi 

atau aturan, tidak jelasnya suatu aturan 

dapat mempengaruhi pelaksanaan pemungu-

tan. Setidaknya pada setiap instansi harus 

mempunyai standar operasional yang diber-

lakukan dalam pemungutan retribusi. 

Adapun wawancara dengan kepala sub 

bagian hukum Kabupaten Majene menga-

takan : “aturan merupakan aspek yang sangat 

penting dalam pelaksanaan hal-hal yang 

berhubungan dengan pemungutan retribusi, 

apabila dalam aturan menjabarkan bahwa 

ada turunan dari aturan sebelumnya maka 

hal tersebut harus ada apabila realitas 

dilapangan menunjukkan bahwa hal tersebut 

tidak ditemukan maka dapat dikatakan bah-

wa aturan tersebut ada kesalahan dida-

lamnya”. (Wawancara 11 April 2016). Dari 

hasil wawancara yang dilakukan dengan ke-

pala sub bagian hukum bahwa segala yang 

berkaitan dengan wilayah pemungutan retri-

busi aturan tatacara pemungtannya harus 

jelas, melihat realitas dilapangan bahwa tidak 

jelasnya suatu aturan dapat mempengaruhi 

keberhasilan dari suatu kebijakan. 

Faktor yang mempengaruhi pengawasan 

retribusi sektor kelautan dan perikanan yaitu 

a) Sumber daya, tidak menjadi masalah 

bagaimana jelas dan konsisten implementasi 

program dan bagaimana akuratnya komu-

nikasi dikirim. Jika personel yang ber-

tanggungjawab untuk melaksanakan program 

kekurangan sumberdaya dalam melakukan 

tugasnya. Terkait dengan pengawasan kepala 

dinas kelautan dan perikanan mengatakan 

bahwa: “Yang menjadi kendala kami dalam 

pengelolaan retribusi sektor kelautan dan 

perikanan ialah kurangnya sumber daya baik 

itu dari tenaga penyuluh maupun orang yang 

akan mengawasi pengelolaan sektor kelautan 

dan perikanan”.( 7 April 2016 ) 

Dari wawancara yang dilakukan dengan 

kepala dinas kelautan dan perikanan peneliti 

menyimpulkan bahwa selain pada kurangnya 

atau tidak menyeluruhnya informasi ini diaki-

batkan karena tenaga atau sumbe daya pada 

dinas kelautan dan perikanan kurang.  Sum-

berdaya manusia yang tidak memadahi 

(jumlah dan kemampuan) berakibat tidak 

dapat dilaksanakannya program secara sem-

purna karena mereka tidak bisa melakukan 

pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf 

pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang 

harus dilakukan meningkatkan skill/kemam-

puan para pelaksana untuk melakukan pro-

gram. Untuk itu perlu adanya manajemen 

SDM yang baik agar dapat meningkatkan 

kinerja program Informasi merupakan sum-
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berdaya penting bagi pelaksanaan akan 

mempengaruhi individu dan secara umum 

akan mempengaruhi system dalam birokrasi. 

Struktur dalam suatu birokrasi adalah sa-

lah satu penunjang dalam keberhasilan 

pelaksanaan kebijakan, ada beberapa bagian 

yang harus dipenuhi antara lain; memper-

hatikan fungsi-fungsi dari setiap bidang pada 

suatu organisasi, menetapkan struktur apa 

saja yang dibutuhkan dalam melaksanakan 

kinerja organisasi, dan penempatan orang 

pun harus sesuai dengan bidang dan keahl-

iannya masing-masing. Adapun kendala da-

lam dinas kelautan dan perikanan dalam ma-

salah sumber daya menurut pemaparan salah 

satu pegawai dinas kelautan dan perikanan: 

“Harusnya bidang pengawasan juga ikut 

mengawasi pelaksanaan pembuatan surat 

izin usaha sampai pada pemungutannya. Jadi 

alur pengawasannya dapat berjalan secara 

maksimal”.(Wawancara 4 april 2016). 

Dari hasil wawancara dan observasi yang 

dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa yang 

menjadi hal yang berpengaruh dalam penga-

wasan ialah tidak adanya struktur dalam di-

nas kelautan dan perikanan yang membidangi 

pengawasan terhadap jalannya pola pelaksa-

naan dari mulai pembuatan surat izin sektor 

kelautan dan perikanan sampai kepada tahap 

pemungutan. 

 

KESIMPULAN 

 

Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kes-

impulan menggambarkan jawaban dari 

hipotesis dan/atau tujuan penelitian atau 

temuan yang diperoleh. Kesimpulan bukan 

berisi perulangan dari hasil dan pembahasan, 

tetapi lebih kepada ringkasan hasil temuan 

seperti yang diharapkan di tujuan atau 

hipotesis. Saran menyajikan hal-hal yang akan 

dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya 

dari penelitian tersebut. 

Berdasarkan hasil analisis pada pembaha-

san penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: Pengelolaan retribusi sector 

kelautan dan perikanan sudah cukup baik 

tetapi belum optimal, dapat dilihat dari pen-

erimaan retribusi tiap tahunnya terutama da-

lam 5 tahun terakhir yang meningkat tetapi 

kontribusi retribusi izin usaha kelautan dan 

perikanan terhadap pendapatan asli daerah 

(PAD) cenderung tidak stabil. Adapun tata-

cara pengelolaan retribusi sektor kelautan 

dan perikanan antara lain: 1) Pengelolaan 

sektor kelautan dan perikanan meliputi pem-

buatan surat izin usaha kelautan dan peri-

kanan yang terbagi lagi menjadi dua bagian 

yaitu pemungutan retribusi surat izin usaha 

kelautan dan perikanan serta pengawasan 

retribusi sektor kelautan dan perikanan; 2) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengel-

olaan sektor kelautan dan perikanan antara 

lain meliputi  faktor Penghambat (komu-

nikasi, sumberdaya, regulasi, struktur birok-

rasi) dan faktor pendukung (partisipasi ma-

syarakat). 
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